Bab 111

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada
bab Il Sub D, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Bengkayang dalam pembuatan
Peraturan Daerah sangat kurang, hal ini terlihat dari 29 Perda yang dibuat,
hanya ada 2 Perda yang berasal dari hak Inisiatif DPRD yaitu Perda No. 2
tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dan Perda No. 17 tahun 2006
Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Bengkayang.

2. Kurangnya Pemahaman tentang hak inisiatif olen DPRD kabupaten
Bengkayang serta ketidakmampuan masyarakat dalam menyampaikan
aspirasinya yang disebabkan karena faktor pendidikan yang berpengaruh pada
kualitas sumber daya manusia dan faktor anggaran yang sangat minim untuk
pel aksanaan hak inisiatif.

B. Saran

1. DPRD Kabupaten Bengkayang harus sering melaksanakan hak inisiatifnya
daam membuat Peraturan Daerah yang tujuannya untuk keseahteraan

masyarakat di Kabupaten Bengkayang khususnya.
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2. Pendidikan harus ditingkatkan lagi untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia
yang berkualitas dan faktor anggaran yang harus diperhatikan secara serius

oleh pihak-pihak terkait.
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Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

Keputusan DPRD Kabupaten Bengkayang No. 1 tahun 2004 Tentang Peraturan Tata
Tertib DPRD Kabupaten Bengkayang



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGY/QZ(ARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH

(BAPEDA)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213-
Telepon : {0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : {0274) 586712
Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor . 070/ 2807 Yogyakarta, 1Mei 2007

Hal  ljin Penelitian Kepada Yth.
Gubernur Prop. Kalimantan Barat

Cq. Ka. BAKESBANGLINMAS

PONTIANAK -
Menunjuk Surat
Dari :  Dekan Fak. Hukum - UAJY
Nomor Y0200V
Tanggal : 27 April 2007 :
Perihal "~ : {jin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek sxatemen/research design yang diajukan oleh
peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada

Nama - ROCKY APRINO XAVERIUS

No. Mhs. B 02 05 07815

Alamat Instansi :  JI. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul Penelitian ! PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD - KABUPATEN BENGKAYANG

KALIMANTAN BARAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH

Waktu 1 Mei 2007 s.d. 1 Agustus 2007

Lokasi : BENGKAYANG - KALBAR

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah
setempat. -

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth. -
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);

2. Dekan F. Hukum - UAJY;

3. Yang bersangkutan;

4. Pertinggal.




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT?®
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Sutan Syahrir Nomor 17 Telp : (0561) 736351,; Fax : (0561) 767242
PONTIANAK 78116

Pontianak, & Mei 2007

_ , . Kepada

Nomor : 070.2/«2}2/ /BKBL-C. . Yth. Bupati Bengkayang
Sifat : Biasa. di-

Lampiran : - BENGKAYANG

Hal :  Pemberitahuan Penelitian.

Menindaklanjuti Surat Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/2807

tanggal 1 Mei 2007  Perihal ljin Penelitian, Gubemnur  Kalimantan Barat

memberitahukan :

Nama : ROCKY APRINO XAVERIUS.

Nomor Mahasiswa . 020507815.

Alamat :JI. Mrican Baru 28 Yogyakarta,

Pekerjaan . Mahasiswa Fakultas Hukum Atia Jaya Yogyakarta,

Kebangsaan : Warga Negara Indonesia.

Maksud/Tujuan © Mengadakan Penclitian,

Judul Penelitian . Pelaksanaan Hak Inisiatit DPRD Kab. Bengkayang,
_ Kalbar Dalam Pembuatan Peraturan Daerah.

1.okasi Penclitian : Kabupaten Bengkayang,

Lama Penelitian : 1 Mei 2007 s/d 1 Agustus 2007,

Pengikut/Peserta Do-

Penanggung Jawab : Y. Hartono, S.H, M.Hum.

Akan melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

b, Scbelunn  melakukan  kegiatan harus melaporkan  kedatangannya  kepada
Pemerintah Kabupaten/setempat.

2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/atau tidak ada kaitannya
dengan judul penelitian dimaksud.

3. Harus mentaati ketentuan Peraturan Perundang-nndangan yang. berlaku serta
mengindahkan norma-norma dan adat istiadat setempat.

4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubemur Kalimantan Bavat up. Kepala

Badan Kesatuan 3angsa dan Perlindungan Masyarakat,

Apabila masa berlaku Surat Peinberitahuan Penelitian ini sudah berakhir.

sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesal, perpanjangan penclitian harus

diajukan kembali, A

6. Surat Pemberitahuan Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata
yang bersanpkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

i

Demikian untuk diketahui dan menjadi maklum,

2.0 GUBERNUR'KALIMANTAN BARAT
N'KESATUAN BANGSA DAN
UNGAN MASYARAKAT,

,/,,\\\:yq;\"e’mbina Utama Madya
NIP. 010265270
Tembusan :

Gubernur Kalbar (sebagai laporan).




PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KANTOR KESBANG DAN LINMAS

JL. Guna Baru Rangkang No : telp. 117
BENGKAYANG. 79182

REKOMENDASI
NOMOR : 600 / 03 / KKB-LINMAS

TENTANG

PENZ=LITIAN TERHADAP PELAKSANAAN HAK INISIATIF
DPRD KABUPATEN BENGIKAYANG

Memperhatikan Surat Badan Perencanaan Daerah ( BAPPEDA ) Propinsi Daerah
Yogyakarta Nomor: 070/6197 tanggal 20 Desember 2006 dan surat Badan
Kesbang dan Linmas Piopinsi Kalimantan Barat Nomor : 070.2/04/b6KBL-C

tanggal 3 Januari 2007 perihal pemberitahuan penelitian, dengan ini memberikan
rekomendasi kepada : :

Nama : ROCKY APRIONO XAVERIUS

Nomor Mahasiswa . 020507815

Alamat . JI. Mrican Baru 28 Yogyakerta.

Pekerjaan . Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Kebangsaan : Warga Negara Indonesia

Maksud / tujuan . Mengadakan Penelitian.

Judul Penelitian . Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten
Bengkayang Dalam Pembuatan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkayang

Lokasi Penelitian . Kabupaten Bengkayang

Waktu Penelitian .1 Mei sampai dengan 1 Agustus 2007

Penanggung Jawab - Y.HARTONO, SH, M.Hum

Akan melakukan peneliian dalam melaksanakan kegiatan dimaksud agar
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati aluran-aturan yang berlaku seperti : iukum, norma dan atau adat
Istiadat setempat.

2. Melaporkan tujuan dan kegiatan yang dimaksud kepada
3. Dapat melakukan Koorcinasi dengan baik bersama Instansi terkait.

4. Melaporkan hasil kegiatan setelah selesai Penelitian kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten Bengkayang

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya -

Bengkayang, 14 Mei 2007

N : ig[é\.’l»‘ggfrittJ_r\Kesbang dan Linmas
aién Bengkayang

R v |

\\* " ANDREAS DUHUN, SH
N Ao 7o Péhata Tk |
&6 v INIP, 050 058 194




| .
SEKRETA'RIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKAYANG
JALAN GUNA BARU TRAN'S RANGKANG
| BENGKAYANG

SURAT KETERANGAN
Nomor : 430 /g0 /5€T DP D

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ELIAS UJANG
Nip - : 010182 135
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk. 1 (IV /b)
Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Bengkayang
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama - : Rocky Aprino Xaverius
" No. Mahasiswa . 7815/ H

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan, Pemerintahan Universitas Atmajaya
Yogyakarta
Yang oversar gkutan telah melakukan Riset / Penelitian di DPRD Kabupaten Bengkayang dalam

Rangka Penyusunan Skripsi dengan judul : “ Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten
Bengkayang Kalimantan Barat Dalam Pembuatan Peraturan Daeran .”

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan : Bengkayang
Pada tanggal : 15 Mei 2007
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KEPUTUSAN DEWAN 1’ERV\’AKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 01 TAHUN 2004

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB |
EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGEKAYANG

Diperbanyak oleh

SEXRETARIAT DEWAN PERWAIILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

(bt N Tl A b

UL 15

o
5

L er A i 2

TR

M

20044

¥
e oy o 1 oy i g R I IR T g S Ng ¥yt e §ory s b e e eibe e Al ueee A e s pes e s v g pas e er s o 55 et b 3 vrpeepe oo et
AR o L e I A R TR Tt P2 L A ee R U T S RO R T Y A S Y AT I N P L LU AN MR, LTI N Y




1y

|

KEPUTUSAN DEWAN P’ERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 01 TAHUN 2004

TENTANG -

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :a.

Mengingét s 1.

KABUPATEN BENGKAYANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22
Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan
DPRD maka Keputusan DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor 01
Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten
Bengkayang sudah tidak sesuai lagi

bahwa sehubungan dengen maksud huruf a untuk mengatur dan
mengoptimalkan tugas dan fungsi . Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bengkayang yang mampu mewujudkan
kedaulatan rakyat di daerah, perlu menetapkan kembali keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatén Bengkayang.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 fentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tantang pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republlk
Indonesia tahun 1959 Nomor 9). sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 |
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 )

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 te[\tang Femerintah Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
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Undang—undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
(Lembaran Megara Republik Indonesia tahun 2002 Nemor 138, dan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251 );
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2003 Nomor 37, dan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4277 );

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, dan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan

protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bengkayang

N~

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 te'ntang
Tata Cara Peresmian, Pengucapan Suinpah/Janji Anggota dan

Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2004;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG NOMOR /D). TAHUN 2004 TENTANG PERATURAN

TATA TERTIE DEWAN PERWAIILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG v
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: BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud cengan :
an@e Pemerintah Pusat,

selanjutnyz disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara
Kes~tuan Republik Tndonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
b. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

c. Pemerintah Daerah adalah unsur lembaga Pemerintahan Daerah yang terdiri dari
Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi sebagai
lembaga eksekutif daerah.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur lembaga Pemerintahan Daerah yang
berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah.

e.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah yang diserahkan
kepada Daerah sebagai fungsi — fungsi Pemerintah otonom yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD yang merupakan lembaga Pemerintah Daerah azas
desentralisasi. ‘

f.  Daerah otonom sebagai sebutan umum bagi provinsi, kabupaten dan kota

selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
- batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan -
kepe'ntlngan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonééia.
~g. Pimpinan DPRD aclalah para anggota DPRD yang diberikan hak dan kewajiban serta .
tugas dan fungsi untuk memimpin DPRD berdasarkan peraturan perundangan yahg |
berlaku baik dalam sebutan Pimpinan sementara maupun Pimpinan DPRD.
Pimpinan sementara DPRD adalah xetua dan wakil ketua sementara DPRD
Kabupaten Bengkayang yang bersifat sementara.

Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
yang bersifat definitif.

o




Anggéta DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten.Bengkayang.

Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.

Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Bengkayang.

Sekretaris DPRD yang selanjutnya disebut sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD
Kabupaten Bengkayang.

Kinerja kolektif adalah kinerja Pimpinan DPRD yang selalu  mencerminkan

_kebersamaan sebagai satu kesatuan kepemimpinan.

Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD,
bertugas untuk meneliti dan memeriksa serta merekomendasikan pelanggaran yang
dilakukan oleh anggota DPRD.

Kode etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja
anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah anggran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten Bengkayang dan selanjutnya disebut APBD.

Fraksi adalah fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Komisi adalah komisi-komisi didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah didalam DPRD Kabupaten
Bengkayang yang selanjutnya disebut Panmus.

Panma Anggaran adalah Panitia Anggaran didalam DPRDKabupaten Bengkayang
yang selanjutnya disebut Panang.

Panitia Khusus adalah Panitia Khusus di dalam DPRD Kabupaten Bengkayang yang
selanjutnya disebut Pansus.



, BAB II .
SUSUNAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN SERTA KEANGGOTAAN

Pasal 2

. DPRD Kabr'paten Bengkayang terdiri atés anggota Partai politik peserta pemilihan umum
| "“¥ang dipllih berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2004

Pasal 3

( 1) Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkayang diresmikan Kgtua Pengadilan Negeri
Singkawang atas nama Presiden Republik Indonesia.

(2)Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang berdomisili di

wilayah Kabupaten
Bengkayang.

Pasal 4

( 1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara

bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang dalam
sidang paripurna DPRD.

. (2) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan'sumpah/janji dipandu oleh
Pimpinan DPRD. |

Pasal 5

Suimpah / janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah berbunyi sebagai berikut :
" Demi Allah ( Tuhan ) saya bersumpah / janji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dengan sebaik-baiknya dan
seadil — adilnya;



bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakan Undang-Undang Dasar

Negara Républik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku; -

bahwa saYa akan menegakan kehidupan demokrasi serta berbaktl k__epada bangsa dan
negara; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk

. mewujudkan tujuan nasional dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“
[ Y]

Pasal 6

Pada waktu pengucapan sumpah / janji anggota DPRD dipakai kata ~kata tertentu sesuai
dengan agama masing-masing meliputi :

a. Bagi penganut agama Islam didahului dengan pengucapan kalimat * Demi Allah saya
bersumpabh;

b. Bagi Penganut agama Kristen / Katolik diakhlrl dengan pengucapan kalimat * Semoga
Tuhan menolong saya”:

c. Bagl Penganut agama Budha didahulul dengan pengucapan kalimat ™ Demi Hyang Adi
Budha”;

d. Bagl penganut agama Hindu didahului dengan pengucapan lalimat * Om Atah
Paramawisesa”;

e.

Selain agama seperti huruf a,b, ¢ dan d silahkan mengucépkan sumpah/janji sesuai
dengan agama/kepercayaan yang dianut. ‘

Pasal 7

Tata urutan acara Rapat Paripurna DPRD untuk pelaksanaénipbngucapan sumpah/ianji
anggota DPRD adalah meliputi :

a. Pembukaan rapat oleh Ketua DPRD periode secelumnya.

b. Pembacaan Keputusan Gubernur atas nama Presidenl -oleh Sekretarls DPRD
Kabupaten Bengkayang.



‘Para anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji mengambil tempat sesuai
dengafn pengelompokan agama masing-masing.

. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Péngadilan Negeri
Singkawang. _

Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD secara
simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan
‘Negeri Singkawang,

“Anggota, DPRD vyang baru mengucapkan Sumpah/janji menempati kursi anggota
DPRb yang telah disediakan.

g. Pengumumam Pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD.

.APenyerahan Pimpinan DPRD dari pimpinan fama kepada oimpinan sementara secara

simbolos dengan penyerahan palu pimpinan, setelah itu pimpinan lama menempati
tempat duduk yang telah disediakan. '

I. Sambutan pimpinan sementara DPRD.

j. Sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Bupati Bengkayang.

k. Pembacaan Doa oleh Kepala ¥antor Departemen Agama Bengkayang.
I. Penutupan rapat oleh Pimpinan sementara DPRD.

m. Penyampaian ucapan selamat.

Pasal 8

Tata tef_npat dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acra pengucapan sumpah/janji
anggota DPRD adalah meliputi : '

a. Dibelakang meja pimpinan duduk bersama terdiri dari : .
1) Pimpinan DPRD disebelah Bupati Bengkayang:
2) Ketua Pengadilan Negeri disebelah kanan Bupati Bengk’z}yang

b. Anggota DPRD lama dan calon anggota DFRD hasil -Pé’milihan Umum yang bart
menduduki tempat yang telah disediakan secara khusus..
c. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD. o




d. Pejabé;t Negara, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan undangan, tempat
g dudukh’ya diatur sesuai kedudukan protokoler masing-masing.
% e. Pers/crew TV/Radio disediakan tempat tersendiri.
|

Pasal 9

-=Fata pakaian yang digunakan dalam rapat paripurna pada acara pengambilan
sumpah/janji anggota DPRD adalah meliputi :

a. Ketua Pengadilan Negeri mengunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang
bersangkutan.

b. Bupati mengunakan pakaian Sipil lengkap dengan peci nas'ional.

c. Anggota DPRD lama dan calon anggota DPRD yang baru, untuk pria mengunakan

pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita mengunakan pakaian nasional. |
d. Undangan bagi anggota TNI/POLRI mengunakan pakaian dinas upacara, undangan

sipil pria menggunakan Pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanlta
mengunakan pakaian nasional.

Pasal 10

Masa keanggotaan DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat
anggota. DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.



BAB TII
PIMPINAN SEMENTARA

Pasal 11

(1)Selama Pimpinan DPRD belum dibentuk, DPRD di Pimpinan oleh Pimpinan
-y, SEMentara DPRD.

(2)I5impiqarg, sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
seorahg Ketua dan secrang Wakil Ketua.

(3)Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
mengucapkan sumpah / janji.

Pasal 12

" (1) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 berasal dari dua
partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagai Ketua dan
terbanyak kedua sebagai Wakil Ketua.

( 2 ) Apabila partai politik yang bersangkutan tidak menunjuk Ketua atau Wakil Ketua,
sebagai Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris DPRD
menunjuk seorang tertua dari partai politik pemenang pertama sebagai Ketua dar
seorang yang termuda dari partai politik pemenang kedua sebagai Wakil Ketua.

(3 )Apébila terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak
safha, penentuan Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD dilakukan secara
musyawarah oleh wakil partai politik yang ada di DPRD.

(4 ) Apabila | partai politikk sebagaimana dimaksud pada: ayat (3) tidak terdapat
kesepakatan untuk menentukan Ketua atau Wakll Ketua sementara, Sekretaris

DPRD menunjuk seorang yang tertua dan termuda usianya dari partai politik yang
memperoleh kursi terbanyak sama pada urutan pertema.




(S)Apabi]a partai politik sebagaimana ayat (3) tidak terdapat kesepakatan untuk
i!g
mene"'ntukan Wakil Ketua sementara, Sekretaris DPRD menunjuk seorang yang
tertua dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama.

Pasal 13

“¢2 )Tugas pokok Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31
menétabkan Peraturan Tata Tertib DPRD bila terjadi perubahan melalui rapat
paripurna dewan, mengesahakan susunan fraksi, melakukan pemilihan dan
menetapkan hasil pemilihan Pimpinan DPRD dan menetapkan alat kelengkapan
DPRD lainnya.

( 2)selain tugas pokok sebagaimana dimaksud péda ayat (1), Pimpinan sementara
DPRD mmpunyai tugas :

a. Memimpin rapat-rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil
keputusan; '

1

b. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan
Wakil Ketua sementara;

¢. Menjadi juru bicara DPRD;
d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD.
(3) Pelaksanaan tugas Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana cimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dilakukan secara kolektif dan berakhir pada saat Pimpinan DPRD
hasi_'l pemilihan mengucapkan sumpah / janii.
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BABIY
FRAKSI — FRAKSI

Pasal 14

Fraksi édaiah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan kekuatan partai politik yang
mencerminkan partai politik peserta Pemilinan Umum.

| Pasal 15

( 1) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraks|
( 2 ) Jumiah anggota setiap fraksi sekurang-kurangnya ' K. orang.
( 3) Apabila di DPRD tidak ada partei politik yang memenuhi ketentuan untuk

membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka partai poiitik yang
memperoleh suara terbanyak pertama berhak membentuk satu fraksi.

(4) Apablla di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat partai politik yang

memperoleh kursi terbanyak pertama sama, partai politik yang bersangkutan
masing-masing dapat membentuk fraksi.

(5) Anggota DPRD dari partai politik yang tidak cukup membentuk satu-fraksi, wajib
berg'ébung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan dengan
jumiah anggota sekurang-kurangnya sama dengan juimlah komisl.

( 6) Setiap anggota DPRD yang mengabung dengan fraksi yang ada atau membentuk
fraksi gabungan tidak mempunyal hak untuk dicalonkan sebagai calon Pimpinan
DPRD, kecuali hanya terdapat satu fraksi dan atau sebagai;néna dimaksud ayat (3)
dan (4).

(7)) Setiap anggota DPRD yang mengabung dengan fraksi yang ada ha'.ms mengajukan
permihtaan secara tertulis yang diketahui oleh partai politik vang bersangkutan



sebag'éi tanda persetujuan dan persetujuan secara tertulis dari fraksi yang
menerima penggabungan.

(8) Setiap' anggota DPRD vyang membentuk fraksi gabungan harus dilengkapl
pernyataan secara tertulis secara bersama-sama yang diketahui oleh partai politik
masing-masing yang bersangkutan sebagai tanda persetujuan,

Pasal 16

‘Fraksi mempunyai tugas :
A Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi;

b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efesiensi dan efektivitas kerja para anggotanya;

¢. Melaksanakan kegiatan lainnva berdasakan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 17

Fraksi-fraksl dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpman DPRD mengenal hal-hal

yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas CPRD baik diminta atau tidak
diminta. )

Pasal 18

:
3}

Susunan "pengurus fraksi ditentukan oleh masing-masing fraksi dan dilaporkan kepada
" Pemimpin DPRD untuk mendapat pengesahan.




BAB YV
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 19

( 1) DP"D merupakan iembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukén sebagai

~=:, lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Bengkayang.

(2) DPRD'}sebagai unsur lembaga pemcrintahan daerah memiliki tanggungjawab yang
sama dengan pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah untuk
kesejahteraan rakyat.

, Pasal 20

( 1) DPRD mempunyai fungsi :

a. Legislasi;
b. Anggaran; dan
c. Pengawasan

( 2 ) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam membuat
peraturan daerah bersama pemerintah daerah.

(3 ) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam
-menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah.

(4 ) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan

undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 21

DPRD mempunyai tugas.dan wewenang :

membuat peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat
persetujuan bersama;

a. menetapkan anggaran pendapatan dan belania daeran bersama dengan kepala
daerah;



b. melaks?nakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan
perund‘ang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, anggaran pendapatan dan

belanja daerah, kebljakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program

- pembangunan daersh, dan kerjasarna internasioral di daerah;

c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
d:-zmemberikan pendapat dan pertimbangan ke.pada pemerintah daerah terhadap
rencaha.;pen’anjlan internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
d. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala
pelaksanaan tugas desentralisasi;

Daerah dalam

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
Pasal 22

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana distur dalam pasal 13 dilaksanaken
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

‘ HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

DPRD mempunyai hak :
a. interpelasi;
b. angket;

C. menyatakan pendapat.
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Bagian {esatu
HAK INTERPELASI

Pasal 24

( 1) Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD dapat menggunékan hak interpelasi
~-dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada
pemerintah daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan pemerintah
daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan
masyarakat, daerah dan negara.
( 2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD,
disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul <erta diberikan
nomor paokok oleh Sekretariat DPRD.

( 3) Usul meminta keterangan tersebut, oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat
paripurna. .

(4 ) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para penguéul
diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan secéra tertulis atas usul
permintaan penjelasan tersebut.

( 5) Pembicaraan mengenai suatu usul meminta keterangan, dilakukan dengan memberi
kesempatan kepada Anggota DPRD Iainnyé untuk memberikan pandangan; dan

selar{jutnya anggota pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota
DPRD. '

( 6 ) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangen
kepada pemerintah daerah ditetapakan dengan keputusan DPRD.

(7 ) Selama usul permintaan keterangan DPRD belum rnem;jerol’eh keputusan, para
pengusul berhak mengajukan perubahan atau rnenarik lagi usulnya.

( 8 ) Apabila rapat paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan

DPRD segera menetapkan jadwal untuk meminta keterangan melalui panitia
musyawarah. |




(9) PimpinAan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada kepala daerah dalam
i’% suatu ﬁfapat paripurna setefah ditetapkan jadwal oleh panitia mus/awarah.
! A

Pasal 25

( 1) Kepala daerah wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis dalam rapat
wrm pgripurna DPRD.

( 2 ) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan kepala daerah
sebagafmana dimaksud pada ayat (1).

( 3) Atas jawaban kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD dapat
menyatakan pendapatnya.

( 4) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara
resmi oleh DPRD kepada kepala daerah.

( 5) Pernyataan pendapat DPRD atas Ieterangan kepala daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), dijadikan bahan bagi DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan
dan bagi kepada Kepala Daerah dijadikan bahan untuk penetapan pelaksanaan
kebijakan. '

Bagian Kedua '
HAK ANGKET

Pasal 26

( 1) Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD dapat mengusulkan pengguraan
hak angket untuk mengadakan penyelidikan tentang sesuatu kebijakan pemerintah
daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan
masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. |

( 2) Usul sebagalmana dimaksud pada ayat (1), disampaikan-kzpada Pimpinan DPRD,
disusun secara singkat, jelas, dan ditanda tancani oleh para pengusul sert:

diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.,
16



(3) Usul E‘fr»inelaksanakar} penyelidikan sebagaiman;; tersehut oleh Pimpinan DPRD
disamgaikan dalam rapat paripurna setelah rnendapat pertimbangan dari panitia
musquarah.

(4),Dalan% rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3), para pengusul diberi
‘kesempatan menyampaikan penjelasan yang dibacakan secara tertulis atas usul
untuk mengadakan penyelidikan tersebut. -

(Se-.);i_,?;mpicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan, dilakukan dengan
mem"beri kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan,
selanjutnyé pengusul memberi jawaban atas pandangan anggota DPRD.

( 6 ) Keputusan atas usul mengadakan penyelldikan kepada pemerintah daerah dapat
disetujui atau ditolak dan ditetapakan dalam rapat paripuma.

(7)Selama usul permintaan penyelidikan belum memperoleh keputusén DPRD,
pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kernbali usuinya.

( 8) Apabila usul mengadakan penvyelidikan kebijakan pemerintah daerah disetujui
sebagai permintaan penyelidikan DPRD, maka pimpinar DPRD menyampaikannya
secara resmi kepada kepala daerah. |

( 9) Pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh panitia khusus dan haslinya dilaporkan
dalam rapat paripurna DPRD kembali. |

(10) Apabila hasil penyelidikan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) diterima oleh
DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkén penyelesaiannya kepada
aparat penegak hukum sesud'i ketentuan petaruran perundang-undangan.

(11) Apag’ﬂa hasil penyelidikan membuktikan kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah berstatus terdakwa, Presiden memberhentikan sementara kepala daerah
dan/latau wakil kepala daerah yang bersangkutan dari jabatannya.

(12) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan
menyatakan kepala daerah danfatau wakil kepala daerah bersalah, DPRD
mengusulkan pemberhentian kepaia daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada
Presiden.

(13) Apabila keputusan pengadifan telah mempunyai kekiatan hﬁkum yang tetap dan
menyatakan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak bersalah, Presiden
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m.enca:jbut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik kepala daerah
dan/a‘ééu wakil kepala daerah.

(14) Pelaks:anaan ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat (11), ayat (12) dan ayat
- (13) untuk pemberhéntian sementara, pemberhentian dan merehabilitasi nama baik

Bupatiﬁ dan/atau wakil Bupati, Presiden dapat mendelegasikan kepada Menteri
Dalam Negeri. '

e

ot

Bagian Ketiga
HAK MENYATAKAN PENDAPAT

- Pasal 27

( 1) Sekurang-kurang lima orang anggota DPRD yang terdiri [ebih dari satu fraksi dapat
mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan pemerintah daerah atau
mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah.

(2)Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta
penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai
daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta fraksinya.

(3) Usul sebagaimana dimaksud jpada ayat (2),diberi nomor pokok oleh Sekretariat
DPRD.

(4) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampatkan dalam rapat
paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah.

( 5) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul
diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul parnyataan pendapat tersebut.

(6 ) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan
memberikan kesempatan kepada :

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat; | ._ -



c. Pata pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan
pendapat kepala daerah. |

(7) Pembicaraan dlakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul
pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.

(8 )Apabila anggota menerima usul pendapat, keputusan DPRD dapat berupa
pernyataan pendapat DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah berikut saran
- penyelesaiannya, dan peringatan kepada kepala daerah.

Pasal 28

Anggota DPRD mempunyai hak :
a. mengajukan rancangan peraturan daerah ;
. mengajukan peitanyaan ;
. menyampaikan usul dan pendapat ;
. memilih dan dipifih ;

b

o

d

e. membela diri ;
f. imunltas ;

g. protokoler ;

h

. keuangan dan administrasi ;
Pasal 29

(1) memberikan penjelasan atas usui sebagaimana dimaksud pada ayat (Sekurang-

kurangnya lima orang anggota DPRD dapat _mengajukan suatu

usul
prakarsarancangan peraturan daerah. '

 {2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD

dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis.

( 3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi nomor pokok oleh Sekretariat
DPRD. |
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(4 ) Usul Byakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaiikan pada rapat paripurna
DPRD,’g'setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah.

(5) dalamé rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan 2 ).

(3) Pembi@araan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan cergan memberikan
kesempatan kepada :
a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;

*“¥. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota.

(7 ) Pembicaraan’ diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul

prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

( 8 ) Tata cara pembahasan rancangan peraturan dacrah atas prakarsa DPRD mengikutl
ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancanagan peraturan daerah atas
prakarsa kepala daerah.

(9 ) Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakafsa DPRD pengusul berhak
mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali.

© Pasal 30

( 1)) Setiap anggota DPRD dapat mengajukanpertanyaan baik secara lisan maupun
tertulis kepada pemerintah daerah bertalian dengan tugas dan wewenang DPRD.

( 2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan
kepada Pimpinan DPRD. |

(3) Pimpfnan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaanyang diajukan guna
memutuskan layak tidaknya pertaryaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
dilarfjutkan. ,

(4) Apabila keputusan rapat Pimpinan DPRD menyataken pertanyaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD  meminta
pertimbangan lebih lanjut kepada panitia musyawarah.

( 5) Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah

meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat '(2) kepada kepala
daerah. ‘

-
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(6) Apabil::a jawabhan atas pertanyaan dimaksud oleh. kepala daerah disampaikan secara
tertulié, tidak dapat .diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
( 7 ) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapaf meminta supaya pertanyaan dijawab oleh kepala daerah secara lisan.
( 8 ) Apabila kepala daerah menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan
untuk itu oleh panitia musyawarah, anogota DPRD sebagaimana dimaksud pada
“~wyat (7) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar kepala

daerah dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang persoalan yang
terkandung dalam pertanyaan itu.

( 9) Jawaban kepala daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diwakiikan
kepada Pejabat Daerah yang ditunjuk.

(10) Jawaban kepala daerah baik secara tertulis maupun secara lisan dapat dijadikan
bahan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dewan selarjutnya.

Pasal 31 -

( 1)Setlap anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mangajukan usul dan
pendapat mengenai sesuatu hal kepada pemerintah daerah can Pimpinan DPRD.
(2)Usul dan pendapat sebagaimaha dimaksud ayat (1) disampaikan dengan
memperhatiakn tata krama, etika, moral, sopan santun can kepatutan sébagai wakil

rakyat.
2 Pasal 32

(1) Setiép anggota DPRD berhak untuk dipilih dan memilih menjadi Pimpinan DPRD
dalam rapat paripurna DPRD. '

( 2) Setiap anggota DPRD berhak dipilih dan memilih menjadi anggota atau pimpinan
dari alat kelengkapan DPRD. ’



f; Pasal 33

( 1) Setiap anggota DPRD berhak membela dirl terhadap cdugaan melanggar peraturan
pemnaang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD.

(2 )Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah

penyelidikan,verifikasi dan pengambilan keputusan oleh baQan kehormatan DPRD,

.
2 e

Pasal 34

(1)Setlap anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena
pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang disampaikan secara lisan atau

tertulis dalam rapat-rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
tata tertib dan kode etik DPRD.

( 2 ) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang
bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat untuk
dirahasiakan.

( 3) Anggota DPRd tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan

atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD kecual, sebagaimana dimaksud
ayat (2).

Pasal 35

i
i

Hak protdkoler, keuangan dan administrasi diatur tersendiri “berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku.

|99
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o Pasal 36
4

i

Anggota DISRD mempunyal kewajiban :

a.
b.

o

mengamalkan Pancasila;

melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan
mentaati segala peraturan perundang-undangan; - -

"nielaksanakan kehidupan Demokkrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

mempertahahkén dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara
kesatuan Republik Indonesia dan daerah;

mempertahankan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah

menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
merdahulukan kepentingan negara diatas kepentingan kelompok, dan golongan;
memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis, kepada pmilih didaerah
pemilihannya;

mentaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkayang;

menjaga etika dan norma hubungan kerja dengan lembaga yang terkait; dan

menandatangani daftar hadir harian pada waktu jam kerja DPRD, sepanjang tidak
melaksanakan tugas dinas keluar.

Pasal 37

Pemberlan pertanggungjawaban anggota DPRD kepada pemliih di daerah pemilihannya
dlsampalkan pada setiap reses.

(1) DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

Pasal 38

berhak meminta pejabat
Negara, Pejabat Pemerintah, badan hukum,atau warga masyarakac didaerahnya

masing-masing untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu
ditangani demi kepentinag daerah, bangsa dan negara. )
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1.

(2) Setiap; pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum,atau warga masyarakat
sebaglfaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan DPRD.

( 3 ) Setiap pejabat negarga, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
ayat (2)dikenakan pangilan paksa oleh pejabat Kepolisian Negara Republik

‘_._,_I_r}donesia atau penyidik kejaksaan atas permintaan Pimpinan DPRD sesuai dengan
Eéraﬁhran pe(pndang-undangan. '
(4 ) Dalam hal" p“anggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak dipenuhi

tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera sesuai peraturan
perundang-undangan.

( 5) Dalam hal pejabat yang disandera sébagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa
jabatannya dari penyanderaan demi hukum.

BAB VII
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 39

(1) Alat Kelengkapan DPRD trdiri dari :
a. ZlPimpinan;

‘ Panitia Musyawarah;

Panitia Anggaran;

Komisi;

Badan Kehormatan;

-~ oo OO O O

Alat kelengkapan lain yang diperiukan;

(2) Susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1),
ditetapkan dengan suatu keputusan Pimpinan DPRD kecuali pimpinan,

(3) Dalam hal terjadinya penggantian anggota alat kelengkapan DPRD sebagaimana
dimaksud ayat (1), ditetapkan kembali oleh Pimpinan DPRD.
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(4) Alat-aiét kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1), mengatur tata kerjanya
H ?\. ,
sen"dlr}_ dengan Persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Kesatu ,
PIMPINAN DPRD )

Pasal 40

(1) Pimpinan DPRD terdirl darl seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih

dari dan oleh Anggota DPRD dalam sidang Paripurna DPRD dan ditetapkan
dengan Keputusan DPRD,

(2) Keputusan DPRD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) giresmikan oleh Gubemur
Provinsi Kalimantan Barat atas nama Presiden.

! (3) DPRD yang mempunyal kurang dari tiga fraksi dikecualikan dari ketentuan
| sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

!

l (4) Masa jabatan Pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan anggota DPRD.
Pasal 41

(1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh

| palif;\g sedikit 2/3 anggota dari seluruh unsur fraksl.

- (2) ApaEi!a anggota DPRD belum memenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), rapat ditunda paling lama sajtu jam dengan dibuit berita acara
penundaan. s

© (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum tercapai rapat
ditunda paling lama satu jarn lagi dngan dibuat berita acara penundaan.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum tercapai pemilhan
Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan apabila telah dihadiri ofeh leb'lh' dari 50%
anggota DPRD. '

~



(5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) belum tercapai, rapat ditunda
ahng lama 3 (tiga) hari dan pada rapat berikutnya berlaku ketentuan
seba&aimana dlmdksud pasal 41 ini.

Pasal42

(l“)«?;Fra.kSi gabungan ftidak dapat mengusulkan calon Pimpinan

DPRD kecuali atas
persetujuah Fraksi utuh.

Pasal 43

(1) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 disampaikan kepada
Pimpinan sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.

(2) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Pimpinan sementara.

Pasal 44

(1) Pemillhan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur
dan adil.

(2) Untuk melaksanakan pemilihan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat dibentuk panitia teknis pemillhan yang terdiri darl unsur-
uns's'ur fraksi dan ditetapkan dengan keputuéan Pimpinan lﬁPRD.

(3) Calon Pimpinan DPRD hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksl sebagalmana
dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan urutan
besarnya jumiah anggota Fraksi yang disesuaikan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat
(2).

(4) Calon bursa ketua jika tidak terpilih sebagai Ketua, otomatis merjadi Wakil Ketua

berlaku untuk Fraksi utuh/./ i



(5) Masmg -masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan

satu ¢ orang calon Pimpinan DPRD, kecuali Jumlah Fraksi yang ada kurang dari
Jumlah unsur Pimpinan DPRD yang diperiukan.

(6) Apabila jumlah anggota Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada urutan
terakhir terdapat lebih dari satu Fraksi yang mempunyai jumlah anggota sama,

Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan
“ perolehan suara terbanyak.

(7) Apabﬂa Fraksi yang berhak mengajukan Pimpinan DPRD sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1) hanya terdapat dua Fraksi dengan jumlah anggota yang sama atau
selmbang, untuk memenuhl unsur Pimpinan DPRD kedua Fraksi yang

bersangkutan berhak mengajukan masing-masing dua orang calon  Pimpinan

DPRD.

Pasal 45

(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambti

keputusan;

menyusun rencana dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan wakil
ketua;

c. menjadi juru bicara DPRD;

d. melaksanakan dan memasyarakatan putusan DPRD;

e. inengadakan konsultasi dengan bupati dan intasi pemerintah lainnya sesual
dengan keputusan DPRD; '

f. 4mewak|h DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di pengadllan
g. melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan pénetapan sanksi atau
rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. memberikan persetujuan tertulis SekFEEEFE—BPRD terhadap
pengangkatan Sekretaris daerah dan S BXRETARIS DPRD,

pengajuan

[. mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam sidang paripurna
DPRD.

~




(2) Pelaksanaan tuga Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif,
(3) Apablla Ketua dan wakil Ketua meninggal cunia, mengundurkan diri secara
tertuh;, tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap

secara bersama-sama, maka tugas pimninan sementara DPRD sebagaimana
dlmaksud dalam pasal 32.

(4) Tugas tugas Pimpinan Sementara DPRD, sebagalmana dimaksud ayat (3) adalah
--.>; Sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.

Pasal 46

(1) Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :
a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;

tidak dapat melaksanakan tugas secara ber(anjutan atau berhalangan tetap
sebagai Pimpinan DPRD;

. melanggar kode etik DPRD berdasarkan hasll per nenksaan badan kehormatan
DPRD; '

. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadiian_ yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidane dengan ancaman
hukuman serendah-rendahnya 5 tahun penjarg;

f. ditarik keanggotaanya sebagai anggota DPRD oleh partai politik;
g. kmerJanya dinilai tidak baik |

(2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dan jabatannya, para

anggota pimpinan lainnya mengadakan musydwarah' untuk  menentukan
pelaksanaan sampai terpilihnya pengganti definitif.

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD dalam proses pehsldcmgan dl pengadnlan karena
melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya
lima tahun penjara berdasarkan putusan pengaaiian yang belum mempunyai

keputusan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin

~
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(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

3

sidang-sidang DPRD dan menjadi juru bicara DPRD sebagaiinana dimaksud dalam
pasal 45 ayat (1) huruf a dan c.

Daiam hal Pimpinan DPRD sebagmmana dlmaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak
b_ersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperocleh kekuatan
huku‘\_m tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutar hukum, Pimpinan DPRD
melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalem pasal 45 ayat (1)

Pasal 47

Pimpinan DPRD dapat diberhentikan apabila kinerjanya dinilai tidak baik dan
meyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undarngan.

Penilaian kinerja dilaktkan terhadap Pimpinan DPRD secara oreng perorang,
Penllalan kinerja Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalun Sidang Paripurna DPRD dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumiah
anggota DPRD.

Penilaian masing-masing kinerja Pimpinan DPRD vyang dinilai tidak baik dan
menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disetujul sekurang-

kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dapat dijadikan dasar usulan
pemberhentian unsur Pimpinan DPRD.

Pasal 48

Usu\an pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan 47 diputuskan
dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna.



Pasal 49

(1) Kepﬁtusan DPRD tentang usulan pemberhenflan sebagaimana dimaksud dalam
pasa'l 48 pengajuannya kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk diresmikan
pemberhentiannya melalui Bupati Bengkayang bagi Pimpinan DPRD.

{2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani
s gleh satu unsur pimpinan. ,

Pasal 50

Pemberhentian Pimpinan DPRD diresmikan secara administrasi oleh Gubernur atas nam a
Presiden.

Pasal 51

(1) Pengisian Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal

50 dipillh kemball melalul proses pemillhan darl 2 (dua) orany calon yang berasal
dari fraksi asal Pimpianan DPRD yang bersangkutan diberhentikan.

(2) Calon Pimpinan DPRD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon
terpilih Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Panitia Musyawarah

- Pasal 52

(1) Panitia musyawaran merupakan alat kelengkapan DPRD .dan di bentuk dari
permulaan keanggotaan DPRD.

(2) Masa keanggotaan panitia musyawarah dapat dirubah pada 'setiab tahun.

~




(1)
(2)
3
(4)

(5)
(6)

(7)

(1)

(2)

Pasal 53

Panitia musyawarah terdiri' dari wakil-wakil fraksi berdasarkan perimbangan
jumlah anggotanya.

Perimbangan yang dimaksud ayat (1) diatas adalah lima berbanding satu.

Apabila dalam perimbangan tersebut terdapat hasil pembagian kurang dar

-setengah dihapuskan, dan apabila hasil pembagian terdapat setengah atau lebih

dibulatkan menjadx satu.

Setiap anggota fraksi tidak dibenarkan duduk dalam dua kepanitiaan atau lebih,
kecuall dalam pembentukan Panitia khusus ( Pan-sus ).

Pemimpin DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan panitia musyawarah.
Sekretaris DPRD karna jabatannya adalah Sekretaris Panitia Musyawarah bukan
merangkap anggota.

Susunan panitia musyawarah dan keanggotaannyz melalui keputusan Pimpinan
DPRD.

Pasal 54

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :
a.%;Memberikan pertimbangan dan saran kepada Pemimpin DPRD tentang

‘penetapan program kerja DPRD dan peiaksanaannya, baik atas permintaan
rmaupun tidak.

b. ' Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.

c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat.

Memberikan saran pendapat untuk memperlancar segala pembicaraan atas
dasar musyawarah untuk mufakat.

e. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus.

Membuat laporan kegiatan pada setiap berakhinya tanun anggaran dan
dl§ampaikan kepada Pemimpin DPRD.

Setiap anggota panitia musyawarah wajib : : )
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a. LvMengadakan konsultasi dengan raksinya sebelum mengikuti rapat panitia
‘musyawarah.

b. 'f:,EMenyampaikan pokok-pokok hasil rapat panitia musyawarah kepada fraksinya.

Bagian Ketiga

o, Panitia Anggaran
Pasal 55

(1) Panitia anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD dan di betuk olh DPRD pada
permulaan masa keanggotaan DPRD.

(2) Masa keanggotaan panitia anggaran dapat dirubah pada setiap tahun.
Pasal 56

(1) Panitia anggaran terdiri dari pemimpin DPRD, satu wakil dari setlap komisi dan
utusan fraksi.

(2) Pemimpin DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua panitia
anggaran merangkap anggota.

(3) Sekretaris DPRD karena jabatanya adalah Sekretaris panitia anggaran bukan
merangkap anggota.

(4) SQSunan panitia anggaran dan keanggotaannya ditetapkan melalui keputusan
Pémimpin DPRD. :

Pasal 57

Panitia anggaran mempunyai tugas :

a. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam memperslapkan
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya fima
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b.

C

,,,,,

d.

€.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Daerah herupa pokok-
pokok pikiran DPRD;

Membenkan saran dan pendapat kepada kepala daerah delam mempersiapkan

penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat
paripurna;

Memberikan saran dan pendapat kepaca DPRD mengenrai pra rancangan APBD,
rancangan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh kepala daerah

Memberxkan saran dan pendapat terhadap rancangan perhltungan anggaran yang
telah disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan
anggaran belanja Sekretariat DPRD.

Bagiah Keampat

Komisi — komisi
Pasal 58

Komisi mrupakan alat kelengkapan DPRD dan dibentuk oleh DPRD pada.
permuwilaan masa keanggotaan DPRD.

Jumiah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat).

Pasal 59

Setxap anggota DPRD kecuali Pemimpin DPRD, harus menjasi anggota salah satu
komisi atas usul fraksi dan ditetapkan dengan keputusan Pemimpin DPRD.

Penempatan anggota DPRD dalam Komisi-komisi dan berpindahan ke komisi-
komisi didasarkan atas usul fraksi.

Masa tugas komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun.
Jumlah anggota tiap sedapat-dapatnya sama banyak.




(5)

(1)

Anégota DPRD pengganti antar waktu menduduli tempat anggota komisi yang -
digantikan.

Pasal 60

Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif yang
terdiri dgri satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan satu orang sekretaris.

Komiéi aa‘am melaksanakan tugasnya dipimpin oleh macing-masing ketua dan
wakil ketua serta sekretaris komisi yang terpilih dari dan oleh anggota komisi yang

brsangkutan dan ditetapkan dengan keputusan pemimpin DPRD.

Pasal 61
-
Komisi DPRD terdiri dari :
a. komisi A : Bidang Pemerintahan.
b. Komisi B : Bidang Perekonomian dan Pembangunan‘
¢. Komisi C : Bidang Keuangan
d. Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat

(2) Pembidangan masing - masing Komisi yaitu * .
a.gi;,Komisi A, bidang Pemerintahan ; meliputi Pemerintahan, ketertiban,

‘kependudukan penerangan / pers, hukum / perundang-undangan,

kepegawaian, aparatur, perizinan, sosial politik, organisasi masyarakat,
'Keamanan dan Pertahanan. ,

. Komisi B, bidang Perekonomian dan Pembangunan ; meliputi ; Perdagangan,
Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Perternakan, Perkebunan, Kehutanan,
Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi dan pariwisata, Pekerjaan Umum, tata
kota, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan,

Pertambangan dan Energi,
Perumahan Rakyat dan lingkungan hidup.
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c. Komisi C, bidang Keuangan ; meiputi Keuangan dae'rah, perpajakan, retribusi,
{perbankan, Perusahaan daerah, Perusahaan patungan, Dunia usaha dan
‘Penanaman modal. )

. Komisi D, bidang Kesejahteraan rakyat ; meliputi Ketenagakerjaan, Pendidikan,
"Imu Pengetahuan dan teknologi kepemudaan  dan olah raga, agama,
kebudayaan, sosial, kesejahteraan dan-keluarga berencana, peranan wanita

“dan transmigrasi.

Pasal 62
Komisi- komisi mempunyai tugas .

mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah; :

melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan rancanéan
keputusan DPRD; |

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan
kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisl masing-masing;

membantu Pemimpin DPRD untuk mengupayakan penyelesalan masalah yang
disampaikan oleh kepala daerah dan masyarakat kepacda DPRD;

menerima, menanpung dan membahas serta menindaklanjutl aspirasi masyarakat;
memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di caerah;

melaﬁukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pemimpin
DPRD;

mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;

meng"éjukan usul kepada Pemimpin DPRD termasuk' dalam ruang lingkup bidang
tugas masing-masing komisi;

memberikan laporan tertulis kepada Pemimpin DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas
komisi. |
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‘Bagian Kelima
Badan Kehormatan

i:!:

Pasal 63

(1) Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(2) Anf;gota badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih

dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan:
a.

(3)

(4)

£

Untuk DPRD Kab./ Kota yang beranggotakan sampai dengan 34 ( Eiga puluh
empaf) tﬁerjumlah 3 ( tiga ) orang dan untuk DPRD yang beranggota 35 ( tiga

puluh lima ) sampai dengan 45 ( empat puluh lima ) berjumalah 5 ( lima )
orang. '

Untuk DPRD Propinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 ( tujuh puluh
empat ) sampai dengan 100 ( seratus ) berjumalah 7 ( tujuh ) crang

Pimpinan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipllih dari dan oleh anggota
badan kehormatan.

Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud paia ayat (1) dibantu cleh sekretariat
yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 64

Badan kefﬁormatan mempumyai tugas :

d.

mengamati, mengevaluasi disiplin, ctika dan moral para anggota DPRD dalam rangka

menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;

meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan

perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD;

melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan atas pengaduan

Pimpinan DPRD, masyarakat dan / atau pemilih;

menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan merekomendasikan

untuk pemberhentian anggota DPRD antar waktu sesual peraturan perundang-
undangan; )



e. menyaﬁbaikan rekomendasikepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik

apabila tldak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan dnggota DPRD atas
pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemliih;

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

- (2)

. Bagian Keenam

Panitia Khusus
Pasal 65

Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan laih berUpa panitia Ikhusus
setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah, panitia anggaran dan
komisi-komisi.

Pan_itia khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan alat kelengkapan
DPRD yang bersifat sementara.

Pasal 66

Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD yang
mencerminkan lebih dari satu fraksi dan atau utusan dari komisi — komisi dalam
DPRD yang saling berkaitan bidang tugasnya.

Pix;i.pinan panitia khusus terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan
sat'p orang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Pasal 67

Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang
ditetapkan dengan keputusan Pemimpin DPRD.

Panitia khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada
Pimpinan DPRD. ’



- (3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Panitiz Khusus dapat memperpanjang atau merperpendek jangka waktu
penu%;asannya kepada Pimpinan DPRD.

Panitia khusus dibubarkan oleh Pemimpin DPRD setelah jangka waktu
penul_gasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesal.

R BAB VIII

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD
Pasal 68

Tahun persidangan DPRD dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada
tanggal 31 Desember, dan dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.

Masa sidang adalah masa kegiatan DPRD yang dilakukan digedung DPRD dan
kunjungan kerja.

Masa reses adalah masa kegiatan DPRD diluar keglatan mesa sidang dan dituar
gedung DPRD.

Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun paling lama 6 hari kerja dalam satu
kali reses. |

Maisa reses dipergunakan untu‘k mengunjungidaerah pemilihan anggota yang
be}sangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat. | ;

Se%iap pelaksanaan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) anggota
DPRD baik perorangan atau kelompok wajib memhuat lapcran tertulis atas
pélaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pifnpinan DPRD dalam rapat
paripurna.

Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
oleh Pemimpin DPRD setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah.



(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

T T—— .

Pasal 69'
£

DPRS mengadakan rapat secara berkala sekurang-kuranrgnya enam kall dalam
setahun.

Rapét - rapat dapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau

atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 dari jumiah anggota DPRD atau dalam

“%. hal tertentu atas permintaah Kepala Daerah.

Hasil ',ra';")at DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
keptjtusan DPRD dan hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan
Pimpinan DPRD. .

Keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh be"tehtangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)'.dilaporkan kepada
Mc;‘,teri Dalam Negeri selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan.
DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD
berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh panitia musyawarah.

Pasal 70

Jenis rapat DPRD terdiri dari :

a.

Raf.)at paripurna merupakan Eépat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau
I3 .
Wc_"}kll Ketua DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melakukan wewenang

dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui rancangan peraturan daerah
menjadi peraturan daerah dan menetapkan keputusan DPRD.

Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota _DPRD yang dipimpin oleh
Ketua dan Wakil ketua -OPRD untuk melaksanakan suatu secara tertentu dengan

- tidak mengambil keputusan.

Rapat paripurna Khusus merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua
atau Wakil ketua DPRD membahas hal-hal yang bersifat khisus.



Rapaé fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil
Ketue{ fraksi.

Rapa'f Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua
DPRD. '

Rapat komisi merupakan rapat anquta komisi yang dipimpin oleh Ketua atau
Wakil- ketua dan Sekretaris BRED. Ko w. s

. % Rapat gabungan komisi merupakan rapat komisi-komisi yang dipimpin oleh ketua

atau wakil ketua DPRD.

Rapat gabungan pimpinan DPRD dengan Pimpinan komisi dan” atau Pimpinan
fraksi merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan DFRD.

Rapat panitia musyawarah merupakan rapat panitai musyawarah yang dipimpin
oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia musyawarah.

Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat panitia anggaran yang dipimpin oleh
ketua atau wakil ketua panitia anggararn.

Rapat Panitia Khusus merupakan rapat panitia khusus yang dipimpin oleh ketua
atau wakil ketua panitia khusus.

Rapat kerja merupakan rapat antara Pimpinan DPRD / komisi / gabungan /
komisi/gabungan komisi,- panitia anggaran / panitia khusus dengan Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk.

rapat anggota panitia khusus yang du pimpin oleh ketua ayau wakil Retua dan
sel§retaris panitia Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD /komisi
/g%bungan komisi/ panitia khusus dengan lembaga /badan/organisasl
ke:hasyarakatan. '

Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua dan sekretaris badan kehormatan.

Rapat panitia khusus merupakan khusus rapat anggota panitia khusus yang
dipimpin oleh ketua dan wakil ketua dan sekretacas nanitia khusus.

Pasal 71 i
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(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

Rap%t paripurna, rapat paripurna khusus dan rapat paripurna istimewa DPRD
bers'“;fat terbuka. |

Rapét Pimpinan DPRD dan rapat gabungan Pimpinan DPRD bersifat tertutup.
Rap"at Komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia musyawarah, rapat panitia
anggaran, rapat panitia khusus dan rapat badan kehormatan bersifat tertutup
kecuali apabila pimpinan rapat menyatakan terbuka

¥- Rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersnfat terbuka.

Rapat;ﬁéksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing fraksi.
Pasal 72

Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh

oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan rapat tertutup
tersebut.

Bila terdapat seseorang dan atau beberapa orang peserta rapat melanggar
sbagaimana dimaksud ayat (2) maka dapat dikenai sznksi pelanggaran kode etik.

Pasal 73

Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup
berdasarkanperaturan tata tertib WPRD atas kesepakatan diantara Pimpinan
DPRD.
Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan,
kecuali :
a. pemilihan Ketua / Wakil Ketua DPRD;

. penetapan pasangan calon Kepala Daerah;

. persetujuan rancangan peraturan daerah;

b
C
d. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
e

. penetapan perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi daerah; ™
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utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
badan usaha milik daerah;

= ©

penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;

i. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
j. kebijakan tata ruang;

k. kerjasama antar daerah;

*23], . pemberhentian dan penggantian Kétua / Wakil Ketua DPRD;
m. pengg'a"ntian antar waktu anggota DPRD;

n. usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ wakil Kepala
Daerah; dan

0. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala
pelaksanaan tugas desentralisasi.

Daerah dalam

Pasal 74

(1) Setiap rapat tertutup dibuat tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.

(2) Pada laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dicantumkan dengan jelas
pernyataan mengenai sifat rapat yaitu " RAHASIAT,

Pasal 75

(1) Waktu dan hari kerja DPRD adalah :

a. Pada siang hari, hari senin sampai dengan han kamr.,, dari pukul 08.00 sampai
dengan pukul 15.00 dengan istirahat pukul 12.00 .sampal dngan 13.00, hari
Jumat dari pukul 08.00 sampai dengan 15.00 dengan jstirahat dari pukul 11.0C
.sampai dengan pukuf 13.30.

. Pada malam hari, dari pukul 19.30 sampai dengan plkul 22.00 pada setiap hari
kerja sesuai dengan kebutuhan. ,

(2) Penylmpangan hari dan waktu rapat sebagalmana dimaksud ayat (1) ditetapkan

oleh rapat yang bersangkutan, kecuali panitia musyawarah menetapkan yang lain.
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(3)

(1)
£2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Té‘mpat rapat dilakukan digedung DPRd, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak
memungkinkan, ditentukan oleh Pimpinan DPRD.
g '

Pasal 76

Sebelum menghadiri rapat anggota DPRD wajlb menandatangani daftar hadir.
Untuk para undangan, disediakan daftar hadir tersendiri.

Rapat . dibuka oleh Pimpinan rapat apabila Quorum telah tercapai kecuali
ditentukan fain. |

Anggota DPRD yang hadir apablla akan meninggalkan ruangan rapat, wajlb
memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 77

Apablla pada waktu yang ditentukan untuk pembukaar rapat jumlah anggota |
belum mencapai quorum, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 2 kali
masing-masing jam.

Apabila pada akhir waktu pengundsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) quorum
belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat sampai waktu yang
ditetapkan oleh panitia musyawarah.

Setiap kali terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang
ditandatangani oleh pimpinan rapat.
Sételah rapat dibuka pimpinan rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat

keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta
rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD.

Pasal 78

Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesal
dibicarakan.

~



(2)

(3)

Pin‘jpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam
raﬁat berikutnya atau meneruskan penyeleséian acara trsebut atas persetujuan
raﬁét' apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan,
sedangkan waktu rapat telah berakhir.

Pinﬁpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/ atau kesimpulan
yang dihasilakan oleh rapat sebelum menutup rapat. "

o Pasal 79

Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dlplimpin oleh salah

seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan,.

pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

(2)

(3)

(4)

Pasal 80

Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul
kepada Pemimpln DPRD mengenai acara yang -telah ‘ditetarkan oleh panitia
musyawarah, baik mengenai perubahan waltu matpun mengenai masalah baru,
yang akan diagebdakan untuk segera dibicarakan dalam panitia musyawarah.

Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga
haéi sebelum acara rapat yang bersangkutan ditaksanakan.

Pe;r:nimpin DPRD mengajukan usulan perubahan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kepada panitia musyawarah untuk segera dibica.akan.

Panitia musyawarah membicarakan dan mengarnbil keputusan tentang usul
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan éyqt (3).

Apabila panitia musyawarah tidak dapat mengad_akan"' rapat, Pemimpin DPRD

menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4). i



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1

AY

T e

Pasal 81

Dalam keadaan memaksa, Pemimpin DPRD, Pimpinan fraksi, atau pemerintah

daerah dapat mengajukan perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang

. berlangsung.

Rapat'yang bersangkutan segera mengambil keputusan tentang usul perubahan
acara tersebut.

Pasal 82

Pemimpin DPRD manjaga agar acara rapat berjalan sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan tata tertib DPRD. -
Pimpinan rapat hanya berbicarq selaku pimpinar. rapat untuk menjelaskan
masalah yang menjadi pembicaraan rmenunjukkan
meyimpulkan pembicaraan anggota rapat.

duduk persoalan, dan

Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara
pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang la'n.

Pasal 83

S‘i@ébelumberblcara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya
térlebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapatjuga dilakuxan oleh fraksinya.
Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat
ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 84

Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

iy m BT .

Pasal 81

Dalam keadaan memaksa, Pemimpin DPRD, Pinpinan fraksi, atau pemerintah
daerah dapat mengajukan perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang

. berlangsung.

Rapat‘yang bersangkutan segera mengambil keputusan tentang usul peruba_han
acara tersebut, ‘

Pasal 82

Pemimpin DPRD manjaga agar acara rapat berjalan sesuai dengan ketentuan'

dalam peraturan tata tertib DPRD.
Pimpinan rapat hanya berbicarq selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan
masalah yang menjadi pembicaraan, rmenunjukkan

duduk persoalan, dan
meylmpulkan pembicaraan anggota rapat.

Apahila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara
pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain.

Pasal 83
Sfébelumberblcara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya
térlebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh fraksinya.
Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sébagaimana dimaksud pada

ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat
ada alasan yang dapat diterima. L

Pasal 84

Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.

45
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(4)

(1)

-
AR e

(2) "

(1)

(2)

(3)

(1)

Usul sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan d, untuk dapat dibahas

harﬂs mendapatkan persetujuan rapat.
q

v

Pasal 87

Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan kecuali
dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 86. |

Apabila,seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari
perﬁb”icaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dar

meminta supaya
pembicara kemball kepada poqu pembicaraan.

Pasal 88

Pimpinan rapat memperingkan pembicara yang mengunakan kata-kata yang tidak
layak, melakukan perbuatan yang menganggy ketertiban rapat, atau

menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pimpinan rapat minta agar yang bersangkutan menghentikan pembuatan

pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan

kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan
perbuatannya.

Apabnla pembicara memenuhi permintaan rapat, kata-kata pembicara

sebagmmana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak
dlmuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 8%

Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 88, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan
pembicaraan dan perbuatannya.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Apébila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak
d\lrdahkan oleh yang bersangkutan pimpinan rapat, meminta kepada yang
ber: angkutan menmggalkan rapat.

Apablla pembicara tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas
permtah pimpinan rapat.

}(ang dimaksud ruang rapat pada ayat (3) adalah ruangan yang dipergunakan

untuk;rdpat, termasuk ruangan untuk undangan dan peninjau.
Pasal 90

Pimpinan rapat dapat menutup rapat atau menunda rapat apabila pimpinan rapat
berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutken karena terjadi peristiwa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 dan pasal 89.

Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih
dari 24 jam. '

Pasal 91

Untuk setiap rapat paripurna, dibuat risalah yang ditanda tangani oleh Pimpinan
rapat. |
Risalah adalah catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi

seluruh jalannya pembicaraan yang dllakukan dalam rapat serts dilengkapi dengan
catatan tentang :

jenis dan sifat rapat;

hari dan tanggal rapat;

tempat rapat;

acara rapat;

waktu pembukaan dan penutupan rapar;
ketua dan sekretaris rapat; |

@ 00 o 0 oD

. jumiah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
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(3)

h. undangan yang hadir.

Sef‘kretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah sekretaris
DP"RD atau pejabat dilingkungan sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh sekretarls

'DPRD.

Pasal 92

,‘*ngl(retaris' rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada' anggota dan pihak yang
bersangkutan setelah rapat selesai.

(1)

(3)

(1)

(2)

Pasal 93

Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan
laporan singkat yang ditanda tangani oleh'pimpinan rapat yang bersangkutan.

Catatan rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan /
atau keputusan yang dihasilakan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),"serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam
pasal 91 ayat 2.

Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan
/atau keputusan rapat.

Pasal 94

Sekrétarls rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat
seméntara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan
setelah rapat selesai, sebagaimana dimaksud dalam pasai 92.

Setiap anggota dan pihak yang bersangkutah diberikan kesempatan untuk
mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari

sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikan kepada
sekretaris rapat yang bersangkutan.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

i
;]

Pasal 95

i
]

Dalqm risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat
tertutup harus dicantumkan dengan jelas kata " Rahasia *

Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa satu hal yang dibicarakan

.dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan

rapat;dan / atau laporan singkat.

Pasal 96

Undangan ialah :

a. mereka yang bukan anggota DPRD yang hadir dalam rapat atas undangan

Pimpinan DPRD; dan

anggota DPRD yang dalam rapat alat kelengkapan DPRD, yang bukan anggoa
alat kelengkapan DPRD yang berangkutan.
Peninjau dan wartawan ialah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa

undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan peisetujuan Pimpinan DPRD atau
Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.,

Undangan dapat dibicarakan dalam rapat atas pe'rsetujuan Pimpinan rapat, tetapi
tidak mempunyai hak suara.

Penlﬁjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan
sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.

Untuk undangan, Peninjau dan wartawan wajib mentaati tata tertib dan atau
ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 97
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e 3-)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana aimaksud dalam pasal 86
tefap dipenuhi.

Pim, ir-un rapat dapat meminta agar undangan, peniniau, dan/atau watrtawan
yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila

permintaan itu tidak diindahkan, vang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa
dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan rapat.

Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi

peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih
darl 24 jam. '

Pasal 98

Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakah
pakaian : '

a. Sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak mengambit kepUtusan DPRD.
b. 'Slgl! resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
Dalam menghadiri rapat paripurna khusus dan rapat paripurna istimewa, Pimpinan

dan Anggota DPRD mengenakan pakalan sipil lengkap dengabn peci nasional dan
bagi wanita berpakaian nasional.

Pasal 99

Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan
anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian diras harian lengan
panjang.

Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota' DPRD dapat memakai
pakaian daerah.



Pasal 100

(1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian aknir suatu masalah yang
dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD. '

(2)_ Keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pacda ayat (1) dapat berupa
~ persetujuan atau penolakan.

(3) Dalam rapat Pimpinan harus menghadirkan Ketua Fraksi dan Ketua Komisi.
Pasal 101

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh
mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dintaksud pada ayat (1) tidak
terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.

(‘3 ) Setlap keputusan DPRD baik berdasarkan mufakat

pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

maupun berdasarkan

Pasal 102

Setiap kepﬂ;tusan rapat DPRD,baik berdasarkan musyawarah 'maupun berdasarkan

pemungu’cah suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangant

oleh pimpinan rapat.

Pasal 103.

- (1) Produk DPRD berbentuk keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan DPRD.

(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat
Paripurna dan ditandatangani Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang inemimpin rapat
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L

(3)

(1)

(2)

paripurna pada hari itu juga dan salinannya dibuat dan ditandatangani oleh
Sekretariat DPRD.
Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) ditetapkan

dalam Rapat Pimpinan DPRD, ditandatangani oleh Ketua CPRD dan salinanﬁya
dibuat dan ditandatanganioleh Sekretaris DPRD.

Pasal 104

Pengan{bii'én keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota
DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau
saran dan dipandang cukup: sebagai bahan penyelecaian masalah yang
dimusywarahkan, |

Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimara dimaksud pada ayat (1)

Pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat
dalam rapat.

Pasal 105

leputusan berdasarkan pemungutan suara diambil apabila keputusan berdasarkan

musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota DPRD
yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan anggota DPRD yang lain.

(1)

(2)

il
i

Pasal 106

Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara
terbuka atau tertutup.

Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan
apabila menyangkut kebijakan.

Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan
apabila menyangkut orahg atau masalah lain yang diparnidang periu.

~
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(1)

-~
~

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

- (4)

(5)

s
)

3
g

I
.

Pasat 1C7

i}

Pemberian suara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak

_menyatakan pilihan dilakukan dleh Anggota DPRD vyang 'hadir secara lisan,

mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara laln yang disepakati oleh
anggota DPRD yang hadir.

Perhit’ﬁngan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap
anggota DPRD.

Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak
mempengaruhi sahnya keputusan.

BAB IX
- PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DATRAH

Pasal 108

DPRD memegang kekuasaan membentuk peraturan daerah.

Ranéangan peraturan daerah baik yang berasal dari DPRD atau kepala daerah
dibaﬁ)as oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Ranéangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah disampaikan kepada'
Pimbinan DPRD déngan nota pengantar yang ditanda'ta_'ngani oleh Kepala Daerah.
Rancangan peraturan daerah yang berasal usul Prakarsa DPRD besrta
penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinlé‘,r. DPRD,

Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada aYat (3) dan ayat (4)
disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD selambat-

lambatnya satu minggu sebeium rancangan peraturan daerah tersebut dibahas
dalam rapat paripurna. ‘
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Pasal 109

Apabila ada dua rancangan peraturan daerah yang diajukan mengenai hal yang sama,
yang dibicarakan adalah rancangan peraturan daerah yang diterima lebih dahulu

sedangkan rancangan peraturan daerah yang diterima kemudian sebagai pelengkapnya.

Pasal 110

(1)

Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan erﬁpat tahap pembicaraan
yaitu tahap kesatu, tahap kedua,tahap ketiga dan tahap keempat.

(2) Sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan
rapat fraksi.
(3) Apabila dipandang perlu, panitia musyawarah dapat menentukan bahwa

pehbicaraan tahap III dilakukan dalam rapat gabungan komisi atau dalam rapat
pansus,

Pasal 111

Pembicaraan tahap kesatu meliputi :

a. Penjei}asan kepala Daerah dalam rapat paripurna terhad‘ap rancangan peraturan
A daerah. '

b. Penjélasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi / pimpinan rapat gabungan

komisi atau pimpinan panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah atas usul |
prakarsa DPRD.

Pasal 112

"~ Pembicaraan tahapkedua meliputi :

a. Dalam hal rancangan peraturan daerah yang berasal dari Kepala Daerah : N
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1) éemandangan Umum dari fraksi - fraksi terhadap rancangan peraturan daerah
%}'ang berasal dari Kepala Daerah.

2 ) Jawaban Kepala Daerah terhadap Pemandarigan Umum fraksi-fraks

b. Dalam hal rancangan peraturan daerah usul DPRD.

1) Pendapat Kepala Daerah terhadap rancangean peraturan daerah atas usul DPRD.
2 ) Jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.

Pasal 113
Pembicaraan tahap ketiga meliputi pembahasan dalarn rapat komis! atau rapat gabungan

komisi atau rapat pansus yang dilakukan bersama-sama dengan pzjabat yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang mempunyai kewenangan it?

Pasal 114

Pembahasan tahap keempat meliputi :

a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
1) l:aporan hasil penbicaraan tahap ketiga
2) Pendapat akhir fraksi
3) Pengambilasn keputusan

b. Pey%mpalan sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan. |
Pasal 115

(1) Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Darah atas persetujuan DPRD dengan
melibatkan masyarakat luas.

(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan

:dengan kepentingan umum, peraturan perundang undangan vang lebih tinggl dan
peraturandaerah lain. )
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(3)]";g Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beriaku setele
diundangkan dalam lembaran daerah. |
(4) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajaXk da=arah, retribusi daerahds
 tata ruang daersh sebelum diundangkan dalam lembaran dievaluasi ole

pemerintah.

(5) Peraturan daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam lembar:
daerah harus didaftarkan kepaa Gubernur Kalimantan Barat.

(6})-""Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan deng
keputusan DPRD yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

| BABX
KEKEBALAN,LARANGAN DAN PENYIDIKAN
TERHADAP ANGGOTA DPRD

Pasal 116

(1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilin karena pemyatz
pertanyaan dan/ atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tert

dalam rapat-rapat DPRD,l sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan i
;. tertib dan kode etik DPRD. |

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam ang¢
DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati de
rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-ha(fyang dimaksud. oleh ketent

mengenai pengumuman rahasia negara dalam'.buku kedua Bab I Kitab Undi
undang Hukum Pidana. |

(3) Anggota DPRD tidak boleh diberhentikan antar waktu karena pernyat

pernyataan dan / atau pendapat yang dikemukakar dalam rapat DPRD.

Pasal 117



(1)

(2%

(1)

(2)

(3)

(4)

%
Angéota DPRD tidak boleh merangkap jabatan sebagai :
a. Péjabat negara lainnya;
b. Hakim disemua lingkungan peradilan;
c. Pegawai negeri sipil, anggota TNI / Polri, pegawai pada badan usaha milik
daerah dan/ atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN / APBD.
Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat stuktural pada
lembaga” pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara,
notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas
wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.
Anggota DPRD tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib melepaskan pekeriaan tersebut selama menjadi anggota DPRD.

- Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(4):: diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasll pemeriksaan badan
kehormatan DPRD.

Pasal 113 ;

Dalgjm hal seorang anggota DPRD Provinsi kalimantan Barat atas nama diduga
me.i'i,akukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan

penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama
Presiden.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan. ayat (2) tidak berlaku
apabila anggota DPRD melakukan tindak pidana korupsi can terorisme serta
tertangkap tangan. .‘

Setelah tindakan pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) dﬂ‘akukan, harus dilaporkan
kepada pejabat yang berwenang memberi ijin.

selama anggota DPRD menjalani penyidikan, penuntutan: pemeriksaan dldepan
pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-nak keuangan dan

58



adminj}strasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.

BAB XI
KODE ETIK DPRD

Pasal 119

(1) Kode etik DPRD ditetapkan dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajiban
B anggota DPRD.

| (2) Kode etik DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi norma-norma atau
} aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosopis dengan peraturan
| sikap, prilaku, ucapan, tatakerja, tata hubungan antar lembaga pemerintah daerah

daerah dan antar anggota serta antar anggota DPRD dengan pihak lain mengenai

hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleft anggota DPRd.
Pasal 120

Kode etik}_DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan. citra dan kredibilitas
‘anggota DPRD serta membantu anggotaz DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang
dan kewaijjbannya serta tanggungjawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara.

i

Pasal 121

Anggota DPRD wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriiwa Pancasila, taat

kapada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan
perundang-undangan, berintegritas tinggi, jujur, dengan senantiasa menegakan
kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak azasi manusia,

mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhl peraturan tata tertib DPR’D,

-
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menunjukk%m propesionalisme sebagai dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan
1 kinerja. "

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 122

‘Anggota DPRD bertanggungjawab mengemban amanat penderitaan rakyat,

melaksanakan tugasnya secara asli, mematuhi hukum,menghormati keberadaan
lembaga DPRD,melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya
demi kepentingan kesejahteraanrakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa
dan kedaulatan negara. '

Anggota DPRD bertanggungjawab menyampaikan dan mémperjuangkan aspirasi
rakyat kepada pemerintah, lembaga,atau pihak yang terkait secara adil tanpa
mémandang suku, agama,ras, golongan dan gender.

Pasal 123

Pernyataan yang disampaikan dalam rapat adalah pernyataan dalam kepasitas

sebagai anggota DPRD, Pimpinan masing-masing alat kalengkapan, atau pimpinan
DPRD.

Pe;’fnyataan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai
pernyataan pribadi.

Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat
dengan mengatasnamakan anggota DPRD kepada pihak lain. '

Pasal 124

Anggota DPRD-harus mengutamakan tugasnya dengan cara- menghadiri secara
fisik setiap rapat yang menjadi kewajiban. )
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(2)

(3)

-
AR~

Selama rapat berlangsung setiap qanggota DPRD  wajib

! ' o
Keticifakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak tiga kali berturut- turut dalam

rapaE sejenis tanpa izin pimpinan fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat
diberikan teguran tertulis oleh pimpinan fraksi.

Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik selama tiga bulan berturut-turut tanpa

keterangan apapun dalam kegiatan répa’c«rapat DPRD merupakan pelanggaran
kode etik yang dapat diberhentikan sebagai anggota DPRD.

Pasal 125

bersikap  sopan

santun,bersunggub-sungguh mengjaga ketertiban dan memeruhi tata cara rapat
sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.

(1)

(2)

(3)
(4)

(3)

(6)

Pasal 126

Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas dalam negeri dengan biaya APBD
sesuai peratuaran perundang-undangan. ‘

Angrota DPRD tidek dierkenankan menggunakan fasilitas nerjalan dinas uintuk
kpentingan diluar tugas DPRD.

Perjalan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia,
Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalan dinas kecuali
dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapatkan ijin tertuis
dari Pimpinan DPRD.

Anggota DPRD yang melakuakan perjalanan dinas keluar negeri dengan anggaran
yang tersedia wajib memperoleh ijin dari Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 127
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Anggota dPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain sesuai ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 128 -

(1 ) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan,

anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada '

sesuatu kepentingan antar permasalahan yang sedang dibahas dengan

kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagal anggota DPRD.
(2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap keputusan kecuali apabila rapat

memutuskan lain karena vyang bersangkutan mempunyai konflik dalam

permasalahan yang sedang dibahas.
Pasal 129

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mémpengaruhl proses peradilan
untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain.

g Pasal 130
4§

it
P

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan

keuntungan pribadi, sanak pribadi dan kroninya yang mempunyai usah atau melaku_ka'.i
penanaman modal dalam suatu bidang usaha.

Pasal 131

Anggofa DPRD dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 132

(1) Anggota DPRD wajib menjaga kerahasiaan yang dipercaya kepadanya termasuk

hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan permasalahan
X tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

‘v(2) ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga bagi anggota
Kehormatan.

Pasal 133

(1) Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatii‘, responsif,dan profesional
dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.
(2) Auggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan

Q"laksud meminta_atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi,
keluarga, sanak famili dan kroninya.

Pasal 134

(1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan orgahisasi diluar lembaga DPRD
?arus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPED. '

(2) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
;'anggota DPRD wajib memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD,

BAB XII |
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 135

(1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggoeta karena
" a. meninggal dunia; . )



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

b. mengundu:kan diri sebagai anggota atas permmintaan sendiri secara tertulis;
C. dlusulkan oleh partai politik yang bersangkutan;

Anggota DPRD diberhentikan karena :

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap sebagai anggota DPRD;

g tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota DPRD;

dinyétékan melanggar sumpah / janji, kode etik, dan /atau tidak melaksanakan
kewajiban sebagai anggota DPRD;

. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang undangan;

. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman
bidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.

Pemberhentian Anggota DPRD vyang telah, memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ serta ayat (2) huruf d dan

huruf e, langsung dlisampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati Bengkayang
untuk diteruskan kepada gubernur kalimantan Barat untuk diresmikan.

_ Pasal 136

?

Pe;hberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 135ayat (2)
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ diproses oleh badan kehoﬁnatan.

Proses yang dilakukan oleh badan kehormatan DPRD sebégaimana dimaksud ayat
(1) didasarkan atas pengaduan pimpinan DPRD pemilih d?n / atau masyarakat.
Proses yang dilakukan oleh badan kehormatan DPRD sé_bagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi penyelidikan , verifikasi dan pengambil%iképutusan.

Apabila anggota DPRD terbukti bersalah, keputusan yang diambil oleh badan

kehormatan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada
Gubernur Kalimantan Barat melalui Bengkayang. b
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 137

Péngaduan pimpinan DPRD, pemilh dan atau masyarakat disampaikan secara
tertulis kepada pimpinan badan kehormatan melalui Sekretaris DPRD dalam
kedudukannya sebagai Sekretaris badan kehormatan.

Pen:'g'aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengacu
dengan mencantumkan nama jelas, nomor KTP dan alamat lengkap serta dilampiri
dengan bukti-bukti terjadinya pelanggaran oleh anggota DPRD,

Pasal 138

Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 pada ayat (2)
ditetapkan dalam rapat anggota badan kehormatan secara musyawarah maupun
pemungutan suara. . ,
Sebeium badan kehormatan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud péda

ayat (1), anggota DPRD yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk
melakukan pembelaan.

Pasal 139

Anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu sebagaimana

dimaksud dalam pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti

dengan ketentuan : o

a. calon pengganti dari anggota DPRD yang terpilih memenuhi bilangan pembagi

- pemilihan atau memperoleh suara lebih setengéh bilangan pembagi pemilihan
adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam
daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama.

-
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“(2).

(3)

(4)

(1)

(2)

b. Cé"lon pengganti dari anggota DPRD yang terpilih selain huruf a, adalah calon
yang ditetapkan beradasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di
daerah pemilihan yang sama;

c. Apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud huruf a dan b mengundurkan
diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat
perolehan suara atau urutan daftar calon berikdtnya. '

Apabila tidak ada lagi calon daftar calon anggéta DPRD pada daerah pemilihan

yang ‘$ama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon

baru sebagai pengganti dengan ketentuan :

a. calon pengganti diambll dari daftar calon anggota DPRD dari daerah pemilihan
yang terdekat dalam Kabupaten / Kota yang bersangkutar;

b. calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a. dikeluarkan daftar calon
anggota DPRD dari daerah pemilihannya.

Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRD dari daerah

pemilihan di Kabupaten / Kota yang sama, pengurus partai politjik yang

bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari daftar caldn
angkjota DPRD darf Kabupaten / Kota yang terdekat,

Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota
yanb digantikannya.

i

i Pasal 140

Pirﬁpinan DPRD menyampaikan kepada KPUD nama anggota DPRD yang
diberhentikan dan nama calon pengganti anatar waktu'-yang diusulkan oleh partal
politik yang bersangkutan untuk diverifikasi. ' :

Pimpinan DPRD setealah menerima rekumendasi KPUD menyampaikan kepada
Gubernur kalimantan Barat melalui Bupati Bengkdyang guna mendapatkan
péresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu.
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(3) Pereémian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota
DPRD ditetapkan dengan keputusan bubernur Kahmantan Barat atas nama
Presxaen bagi anggota DPRD.

(4) Sebelum memangku jabatannya anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) mengucapkan sumpah / janji yang pengucapannya dipanndu oleh Ketua /
Pimpinan DPRD lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

\ "';(WS‘-) -Penggantian anggota DPRD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa

| jabat'érf"anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan.

BAD X1II
KEUAMGAN
Pasal 141

(1) DPRD dalam melaksanakan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada peratuan
yand berlaku.

Pasal 142

(1) DPRD beserta Sekretaris DPRD menyusun anggaran belama DPRD dan Sekretariat
' DPRD tahun anggaran.

(2) DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah panitia 3ngg an CPREC.

(SE 3] INLs

Pasal 143

S L
R
[
. i

Anggaran belanjo OFRD dan Sekrets

riat DPRD ditetapkan dengan «eputusan DPRD dan

cntuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daérab dalam setiap tahun
anggaran.
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Pasal 144

Penggunaan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD sepanjang menyangkut biaya

perjalanan dinas dan bidya lainnya yang dianggap memeriukan pengaturan lebih lahjuc,

(1)

(2)

ditetapkan dengan keputusan unsur Pemimpin DPRD.

Pasal 145

Pelaksanaan anggaran belanja DPRD oleh anggota DPRD melalui persetujuan
tertulis Pimpinan DPRD.

Pelaksanaan anggaran belanJa sekretaris DPRD melalui
Sekretaris DPRD.

persetuan tertulis

Pasal 146

Tata cara pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat
DPRD mengacu kepada peraturan yang berlaku dibidang keuangan.

(1)

(2)

(3)

BAB NIV
SEKRETARIAT DPRD
Pasal 147

Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang bertucas mendukung DPRD dalam
menyelenggarakan tugas, kewenangan, hak dan keWajibannya

Sekretariat DPRD dipimpin secrang Sekretaris DPRD vang diangkat oleh Kepala

daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang mernend"hr Syarat atas persetujuan
? Pimpinan DPRD.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD.

()8
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(4) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas mempea
Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Pcsal 148

Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD ditetapkan menuw

* Peraturan daerah.

BAB XV
SURAT MASUK DAN KELUAR
Pasal 149

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serfa penanganan selanjutnya dial
oleh Sekretaris Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 150

(1;) Usul perubahan dan tambahan  mengenai keputusan ini dapat diusull

sekurang-kurangnya sepuluh oarang anggota DPRD_ dari fraksi yang berbeda.
(2) Usul perubahan dan tambahan yang dimaksud dalam ayat (1), ditandatang

oleh para pengusul dan disertai penjelasan képada Pimpinan DPRD setelah dit
nomor pokok Sekretariat DPRD. |

Pasal 151 - ..
(1) Usul perubahan dan tanbahan sebagaimana pasai 144 oleh Pimpinan DF

setelan mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah disampaikan kep
rapat Paripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
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.........

(2) f{apat Paripurna DPRD memutuskan usul tersebut dapat disetujui seluruhnvs,
disetujui dengan perubahan, atau ditolak.

Pasal 152

stgala sesuatu yang belum diatur dalam keputusan ihi akan ditetapkan lebih lanjut oizi:
DPRD.

Pasal 153

(1) Keputusan ini disebut™  PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKI /..

RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGICAYANG “ can berlaku sejak tange:d
ditetapkan. -

(2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Dewan Perwakilan Rakyzt
Daerah Nomor 1 Tahun 1999 dinyatakan tidak beriaku lagi.

; Ditetapkan di Bengkayang
_ Pada tangqal :4- Il — 2004

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYA-T DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

Ketua Sementara,

YOHANES PASTI
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